
Menim ba g 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN T S PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 
A GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk m en gangarkan Dana Alokasi Umu m yang 
ditentukan penggunaannya, kegiatan yang bersu m ber dari 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tabun Anggaran 
2023, dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan euangan 
Provinsi J awa Barat, per u me gubah Peraturan Bupati 
Ta sikmalaya omor 14 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
APB Tabun Anggaran 2023 ; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran eraturan enteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomo 84 Tabu n 202 2 tentang 
Pedom an Penyusunan Angga ra n Pen dapatan dan Be1anja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 , Ruang Ling p Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah 
Tabu An uara 2023, Huruf G Ha Khus L ·n ya, Nomor 
2 2. Program, kegia an dan sub ke ·atan yang ibiayai dari 
dan a transfe yang sudah jelas peruntu kannya atau 
pengguna anya se suai engan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah 
pada tahap pasca bencana, bant an keuangan yang bersifat 
khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum 
dianggarkan, dapat d ilaksanakan mendabului penetapan 
Perda ten tang Perubahan APBD den gan cara menetapkan 
Peraturan Kepala Dearah tentang Perubahan Penjabaran 
APBD, u ntuk selanju tnya dianggarkan dalam Perda tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung 
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 
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1. Undang-Undartg Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Be rita Republik Indonesia Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupa ten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31 , Tamba han Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 
285 1 ; 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik In donesia Tah n 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik In on esia 
Nomor 4286); 

3. Undang- n dang Nom or 12 Tahun 2011 te tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L m baga 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nom r 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia omor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Un d ang-Undang Nom or 13 Tahun 2022 t ntang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 ahun 
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perun dang-

n angan (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 
2022 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara R publik 
Indonesia Nomor 6801 ); 

4. Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), seba gaimana telah 
beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang 
Nom or 1 Tahun 20 22 ten tang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusa t dan Pem erintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6 75 7); 

5. Undang-Unda ng Nom or 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 202 0 tentan g Kebijakan Keu angan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasion al danl atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerin tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 ten tang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan egara Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) 
dan I a tau Menghadapi Ancaman yang Mem bahayakan 
Perekonomian Nasional dan I atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penye1amatan Ekonomi Nasional (Le baran 

egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 
6514) sebagaimana te1ah diubah dengan Pe a uran 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 te tang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional alam 
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan egara u ntuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) 
dan/atau enghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional danl atau Stabilita istem 
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional {Le baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 2 0 or 186, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6542; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Ren cana Pem bangun an Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 202 4 (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Penge101aan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 
1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat KineIja 
Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum 
Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau menuru Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
Tahun Naggaran 2023; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 ten tang Ren cana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2010 Nom or 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Da erab (Lembaran Daerab Ka bu paten Ta sikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

19. Pera turan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 ahu n 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Da ah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Ka bupaten Ta sikmalaya Tah n 2016 
Nomor 7), sebagaimana te1ab diubah dengan P ra turan 
Daerab Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tab n 2021 
ten tang Perubahan Kedu a atas Peraturan Daerab 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah di 
Lingku gan emer intah Kabupaten Tasikma aya (Le baran 
Daerah Ka bupaten Tas ikmalaya Tah un 2021 om or 3 ; 

20. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tabun 
20 14 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan aerah 
Kabupaten Tasikm alaya (Lemba ran Da rah Ka bupaten 
Tasikmalaya Tabun 2014 Nom or 10); 

21 . Peratura n Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tabun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikm alaya Tahun 20 22 Nom or 8); 

22. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
202 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Be1an·a Daerah 
Tahu n Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 11); 

23 . Pera turan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tabun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ta sikm alaya Tahun 2022 Nomor 146); 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tabun 
2022 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 146) 
diu bah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.432.338.698.258,00 (tiga triliun 
empat ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam 
ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) 
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 
b. Belanja Daerah 

Surplus/ Defisit) 
c. Pembiayaan Daerah 

Rp3 .362 .688.698.258,00 
Rp3 .397.513.698 .258,00 

p34.825.000.000,00) 

1. Penerimaan Rp92 .000.000.000,00 
2 . Pengeluaran Rp57 .175.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp34.825.000.000,00 

S ·sa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO 

2. Ket an Pasal3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasa13 

Angg an pendapatan daerah tahun anggara n 2023 d irencanakan sebesar 
Rp3.362.688.6 8 .2 8 ,0 (tiga tri iun tiga atus en ua miliar enam 
ratus dela an p luh delapan juta enam ratus sembilan puluh elapan ribu 
dua r t im a puluh delapan rupiah), yang bersumber dari: 
a. Penda atan asli dae ah; 
b. Pendapa an transfer ; 
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah. 

3. Ketentu an Pasal 7 diuba h, sehingga Pasal 7 berbu nyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Pen ap a tan transfer sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 huruf b 
sebe ar Rp2.982.49S.697.693,OO (dua triliun sem bilan rat s delapan 
puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus 
sembila n pu luh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh t iga rupiah), yang 
terdiri a tas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Tran sfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerin tah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a sebesar Rp2.655.335.60 7.000,00 (dua triliun enam ratus lima 
puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu 
rupiah) terdiri dari: 

a. Dana Perimbangan: 
b. Dana Desa. 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sebesar Rp327.160.090.693,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar 
seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh 
tiga rupiah). terdiri dari: 

a. Pendapatan Bagi Hasil; 
b. Bantuan Keuangan. 
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4. Ketentuan Pasal9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 
Rp3.397.513.698.258,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar 
lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus 
lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d . Belanja trans er. 

5. Ketentu an Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai beri t: 

Pasall0 

(1) A ggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 u fa 
direncanakan sebesar Rp2.290.66 .087.207,00 (dua triliun du a ratus 
sem bilan puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan puluh 
tuj h ribu dua ratus tujuh rupiah) , yang terdiri atas: 
a . Belanja pegawai; 
b . Belanja baran g dan j a sa; 
c. Belanja hibah; dan 

Bel ~a ban an sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksu d pada aya ( ) h uruf a 
iren canak sebesar Rp1.38 5.086 .021.295,00 (satu trili tiga ratus 
elapan puluh lima m iliar delapan puluh enam juta dua pulu tu ribu 
u a tus sembilan puluh lima rupiah) , terdiri dari: 

a . Belanja Gaji dan njangan A N; 
b . Belanja Tambahan Penghasi an ASN; 
c . Tambahan Pengh a silan Berda sarkan Obje tif Lainnya SN; 
d . elanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 
e. Belanja Gaj i dan Tunjangan KDH/WKDH; 
f. B lanj Penerimaan La innya Pimpinan DPRD serta KDH / W DH. 
g. e anja Pega wai BLUD. 

(3) Belan·a barang dan ja sa sebagaim ana dim aksu d pada aya t (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp800.382.957.16 2 ,OO (delapan ratus miliar tiga 
ratus delapan pul h dua ju a sembilan ratus lima p uh tujuh ribu 
seratus enam puluh d a rupiah), terdiri dari: 
a. Belanja Barang; 
b. Belanja Jasa; 
c. Belanja Pemeliharaan; 
d. Belanja Perjalanan Dinas; 
e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Dibagikan Kepada Pihak Ketiga/ 

Pihak Lain/ Masyarakat; 
f. Belanja Barang dan Jasa BaS; 
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 

(4) Belanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar RplO1.762.608.750,00 (seratus satu miliar tujuh ratus enam 
puluh dua juta enam ratus delapan ribu tujuh ratuS lima puluh rupiah), 
terdiri dari: 
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; 
b . Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan 

yang Berbadan Hukum Indonesia; 
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 
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(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp3.429.500.000,00 (tiga miliar empat ratus dua 
puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 

6. Ketentuan Pasal 11 diu bah, sehingga Pa sal 11 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 
sebesar Rp420.480.749.482,00 (empat ratus dua puluh miliar empat ratus 
delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus 
delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. Bela nja Modal Tan ah; 
b . Be anja Modal Peralatan dan Mesin; 
c . Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d . Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
e . Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(2) elanja modal tanah sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf a se esar 
10 .1 9 7 .910.000,00 (sepuluh miliar sera tus sembilan puluh tuju juta 

s m b ilan ratus sepuluh ribu rupiah). 

(3) B lanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
h ruf sebesar Rp 120.979.6 73 .584,00 (sera tus dua puluh miliar sembilan 
ratus tujuh pu lu h sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ri ulima 
ratu s de apan puluh empat rup ia h) terdir· dari: 

belanja modal alat besar; 
belanja modal alat angkutan; 

elanja m odal alat bengkel dan alat ukur; 
belanja modal ala t pertanian; 

elanja m odal a la t ka n tor da n rumah tan gga; 
belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar; 
belanja modal ala t kedokteran dan kesehatan; 
belanja modal alat laboratoriu m; 
belanja modal kompu er; 

e anja m odal ala t keselama tan kerja; 
b lanja modal peralatan proses/produksi; 
belanja mod a l rambu-rambu; 
belanja modal peralatan olahraga ; 
belanja modal peralatan dan mesin BOS; 
belanja m odal perala tan dan m esin BLVD. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sebesar Rpll0.897.323.01 8 ,00 (seratus sepuluh miliar delapan 
ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan 
belas rupiah) terdiri dari: 

belanja modal gedung; 
belanja modal gedung dan bangunan BLVD. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d sebesar Rpl16.643.509.000,00 (seratus enam belas miliar 
enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terdiri 
dari: 

belanja modal jalan dan jembatan; 
belanja modal bangunan air; 
belanja modal ins talasi. 
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(6) Belanja modal aset tetap lain nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e sebesar Rp61. 762 .333.880,00 (enam puluh satu miliar tujuh 
ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus 
delapan puluh rupiah) terdiri dari: 

belanja modal bahan perpustakaan; 
belanja modal aset tidak berwujud; 
be1anja modal aset tetap lainnya BOS; 
belanja modal aset tetap lainnya BLUD. 

7. Ketentuan Pasal 14 d iubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal14 

Uraian ebih lanjut anggaran pen dapatan dan be1anja daerah sebagaimana 
dimaks d dalam pasal 2 , tercantum dalam Lampiran yang merupakan agian 
ti ak terpisahkan dari Peraturan Bu pa ti ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan atas Penjabaran APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan J enis Pend apatan, 
Belanja, dan Pem biayaan; 

2 . Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan aerah, 

3. Lampiran III 

4 . Lampiran IV 

5 . Lampiran V 

6 . Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8 . Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kel mpok, 
Jenis Objek Pen d a patan, Be1anja, dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima , Alamat Pen erima dan esaran 
Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Pene ·rna dan esaran 
Bantuan Sosial; 
Daftar Nama Pen erima , Alamat Pen erima dan esaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersi at Khusus; 

Daftar Nama Penerima , Alamat Penerima dan Besaran 
belanja bagi h asil; 
Rincian Dana Otonom i Khu sus Menurut Urusan 
Pemerin tah Daera h , Organisasi, Program, Kegia tan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek 
Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Per tambangan Gas Alam / Tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bum i menu rut Urusan Pem erintah Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, 
J enis, Objek dan Rincian Objek Pen dapatan, belanja dan 
Pembiayaan; 
Rincian Dana Tambah an Infrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis , Objek dan Rincian Objek 
Pendapatan, be1anja dan Pembiayaan ; 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 
Daerah Perba tasan Dalam Rancangan Perda tentang 
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran 
APBDdengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 
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PasalII 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

e'-yrUd:r i 2023 

':Ji;. IS DAERAH 
ASIKMALAYA, 

,~'r&Z1'" ZEN 

Ditetapkan di Singaparna 
28 Febru _r~ 2)23 

VA, 

BERITA AERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 11 


